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PENGUMUMAN
NOMOR PENG-19/PJ.09/2025

TENTANG
RALAT ATAS PENGUMUMAN DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN

MASYARAKAT NOMOR PENG-18/PJ.09/2025

Sehubungan dengan pengumuman kami sebelumnya nomor PENG-18/PJ.09/2025
tanggal 27 Februari 2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas
Keterlambatan Pembayaran dan/atau Penyetoran Pajak yang Terutang dan Penyampaian Surat
Pemberitahuan Sehubungan Dengan Implementasi Coretax DJP, kami sampaikan ralat atas
pengumuman tersebut dengan menghapus angka 3 huruf c butir 1) sebagai berikut.
Semula:
3. c. keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu dan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk:
1) Masa Pajak Desember 2024 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo

pelaporan sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
2) Masa Pajak Januari 2025 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 28 Februari 2025; 
3) Masa Pajak Februari 2025 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 31 Maret 2025; dan
4) Masa Pajak Maret 2025 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 30 April 2025;
Menjadi:
3. c. keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu dan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk:
1) Masa Pajak Januari 2025 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 28 Februari 2025; 
2) Masa Pajak Februari 2025 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 31 Maret 2025; dan
3) Masa Pajak Maret 2025 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 30 April 2025;
Demikian ralat atas pengumuman dimaksud dibuat untuk disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan

pada tanggal 28 Februari 2025

Plh. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat

Ditandatangani secara elektronik
Natalius

http://KOPSURAT
http://KOPSURAT
http://KOPSURAT
http://ALAMAT
http://ALAMAT
http://ALAMAT
http://PENG-19/PJ.09/2025
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://28 Februari 2025
http://PENANDATANGAN
http://PENANDATANGAN
http://PEJABAT
http://PEJABAT
http://PEJABAT
http://PEJABAT


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL

pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-18/PJ.09/2025

TENTANG
KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN

PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK YANG TERUTANG DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI CORETAX DJP

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-67/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan
Pembayaran dan/atau Penyetoran Pajak yang Terutang dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
Sehubungan Dengan Implementasi CORETAX DJP, disampaikan hal sebagai berikut.
1. Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif yang terutang atas keterlambatan:

a. pembayaran dan/atau penyetoran pajak; dan/atau
b. pelaporan pajak atau penyampaian Surat Pemberitahuan,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

2. Sanksi administratif yang terutang atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran
pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a merupakan sanksi administratif yang
dikenakan atas:
a. keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran:

1) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), selain Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang
terutang atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;

2) Pajak Penghasilan Pasal 15;
3) Pajak Penghasilan Pasal 21;
4) Pajak Penghasilan Pasal 22;
5) Pajak Penghasilan Pasal 23;
6) Pajak Penghasilan Pasal 25; dan
7) Pajak Penghasilan Pasal 26,
yang terutang untuk Masa Pajak Januari 2025 yang dibayar dan/atau disetor setelah
tanggal jatuh tempo pembayaran dan/atau penyetoran sampai dengan tanggal 28
Februari 2025;

b. keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
yang terutang atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
untuk:
1) Masa Pajak Desember 2024 yang dibayar dan/atau disetor setelah tanggal jatuh

tempo pembayaran dan/atau penyetoran sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
dan

2) Masa Pajak Januari 2025 yang dibayar dan/atau disetor setelah tanggal jatuh tempo
pembayaran dan/atau penyetoran sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;

c. keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang untuk Masa Pajak Januari 2025
yang disetor setelah tanggal jatuh tempo penyetoran sampai dengan tanggal 10 Maret
2025; dan

d. keterlambatan penyetoran Bea Meterai yang dipungut oleh Pemungut Bea Meterai
untuk:
1) Masa Pajak Desember 2024 yang dibayar dan/atau disetor setelah tanggal jatuh

tempo pembayaran dan/atau penyetoran sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
dan
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2) Masa Pajak Januari 2025 yang dibayar dan/atau disetor setelah tanggal jatuh tempo
pembayaran dan/atau penyetoran sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

3. Sanksi administratif yang terutang atas keterlambatan pelaporan pajak atau penyampaian
Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b merupakan sanksi
administratif yang dikenakan atas:
a. keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21

dan/atau Pasal 26 dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi untuk:
1) Masa Pajak Januari 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo

penyampaian sampai dengan tanggal 28 Februari 2025; 
2) Masa Pajak Februari 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo

penyampaian sampai dengan tanggal 31 Maret 2025; dan
3) Masa Pajak Maret 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo

penyampaian sampai dengan tanggal 30 April 2025;
b. keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk:
1) Masa Pajak Desember 2024 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
2) Masa Pajak Januari 2025 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 28 Februari 2025; 
3) Masa Pajak Februari 2025 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 31 Maret 2025; dan
4) Masa Pajak Maret 2025 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 30 April 2025;
c. keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu dan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk:
1) Masa Pajak Desember 2024 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
2) Masa Pajak Januari 2025 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 28 Februari 2025; 
3) Masa Pajak Februari 2025 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 31 Maret 2025; dan
4) Masa Pajak Maret 2025 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan

sampai dengan tanggal 30 April 2025;
d. keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

untuk:
1) Masa Pajak Januari 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo

penyampaian sampai dengan tanggal 10 Maret 2025; 
2) Masa Pajak Februari 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo

penyampaian sampai dengan tanggal 10 April 2025; dan
3) Masa Pajak Maret 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo

penyampaian sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
dan

e. keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai untuk:
1) Masa Pajak Desember 2024 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo

penyampaian sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
2) Masa Pajak Januari 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo

penyampaian sampai dengan tanggal 28 Februari 2025; 
3) Masa Pajak Februari 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo

penyampaian sampai dengan tanggal 31 Maret 2025; dan
4) Masa Pajak Maret 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo

penyampaian sampai dengan tanggal 30 April 2025.
4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 dilakukan

penghapusan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
5. Dalam hal atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 telah

diterbitkan Surat Tagihan Pajak, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
menghapus sanksi administratif dimaksud secara jabatan.
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Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan

pada tanggal 27 Februari 2025

Plh. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat

Ditandatangani secara elektronik

Natalius
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